BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 1\* TAHUN 2019
TENTANG

PENGANGKATAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA /

PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA

PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN ,

bahwa wuntuk kelancaran pelaksanaan Program
Kependudukan dan Keluarga Berencana khususnya di
lini lapangan, dipandang perlu mengangkat Penyuluh
Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/ PLKB) pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan  Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2019;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali,
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,
Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
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10.

14

12,

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6037Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
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Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);

14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2016 Nomor 77);

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN
PENYULUH KELUARGA BERENCANA/PETUGAS
LAPANGAN KELUARGA BERENCANA PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2019.

Mengangkat Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas
Lapangan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan
Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Penyuluh  Keluarga Berencana /Petugas  Lapangan
Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, mempunyai tugas:

a. Melakukan Pendataan Program KB, Pengumpulan
Data serta Menyusun Rencana Kerja;

b. Memfasilitasi dan melakukan berbagai Kegiatan mulai
Penyiapan IMP dan Mitra Kerja lainnya serta
dukungan untuk terselenggaranya Program KB
Nasional di Desa/Kelurahan serta Advokasi, KIE
Konseling maupun Pemberian Pelayanan Program
KB/KR dan Program KS/PK; dan



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

C. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Program KB
Nasional sesuai dengan Sistem Pelaporan yang telah
ditentukan secara berkala.

Masa Tugas Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas
Lapangan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, terhitung mulai Tanggal 3
Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kepulauan Tahun Anggaran
20109.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan ‘
pada tanggal 4 §chreefy 20\

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

/ IS ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

PN A LN~

Kepala BKKBN Pusat di Jakarta;

Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
Kepala DP3P2K Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.
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